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KATA PENGANTAR 
 

Administrasi publik tidak pernah berdiri di ruang hampa nilai. Ia tumbuh, 

berkembang, dan dijalankan dalam konteks sosial, politik, serta moral yang 

senantiasa berubah. Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap pelayanan yang 

diberikan, dan setiap kewenangan yang dijalankan selalu membawa 

konsekuensi etis, karena pada hakikatnya administrasi publik berurusan 

langsung dengan kehidupan manusia, keadilan sosial, serta distribusi sumber 

daya publik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai etika administrasi publik 

menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah dinamika pemerintahan 

modern. 

Buku Etika Administrasi Publik ini disusun sebagai upaya akademik 

untuk menempatkan etika bukan sekadar sebagai norma abstrak, tetapi sebagai 

fondasi konseptual dan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di era 

birokrasi digital, tata kelola kolaboratif, dan globalisasi kebijakan, aparatur 

publik dihadapkan pada dilema yang tidak selalu dapat dijawab hanya dengan 

aturan hukum atau prosedur administratif. Banyak keputusan pemerintahan 

yang berada di wilayah abu-abu: sah secara legal, tetapi problematis secara 

moral. Di sinilah etika berfungsi sebagai kompas reflektif yang menuntun 

aparatur untuk tidak hanya bertanya “apa yang boleh dilakukan”, tetapi juga 

“apa yang seharusnya dilakukan”. 

Secara akademik, buku ini memandang etika administrasi publik sebagai 

bidang interdisipliner yang mempertemukan filsafat moral, ilmu administrasi, 

kebijakan publik, dan sosiologi pemerintahan. Pendekatan ini diharapkan 

mampu memperkaya cara pandang pembaca dalam memahami birokrasi, 

tidak semata-mata sebagai mesin organisasi, tetapi sebagai arena praktik 

moral yang sarat dengan nilai, kepentingan, dan tanggung jawab sosial. 

Administrasi publik yang etis tidak hanya diukur dari efektivitas dan 

efisiensinya, tetapi juga dari sejauh mana ia menjunjung integritas, keadilan, 

akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan publik. 

Buku ini juga disusun dengan kesadaran bahwa krisis kepercayaan 

terhadap institusi publik di banyak negara berakar pada persoalan etika: 

korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan rendahnya 

sensitivitas sosial kebijakan. Oleh karena itu, etika administrasi publik tidak 

boleh dipahami sebatas kode etik atau slogan normatif, melainkan harus 

diinternalisasikan dalam kepemimpinan, budaya organisasi, proses 
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pengambilan keputusan, dan sistem pelayanan publik. Tanpa fondasi etis yang 

kuat, reformasi birokrasi berisiko berhenti pada perubahan struktural tanpa 

transformasi moral. 

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat menjadi bagian dari rujukan ilmiah 

sekaligus bahan refleksi bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, dan 

pemerhati kebijakan publik. Semoga kehadirannya dapat berkontribusi dalam 

memperkuat diskursus etika administrasi publik di Indonesia, serta 

mendorong lahirnya praktik pemerintahan yang tidak hanya cakap secara 

teknis, tetapi juga luhur secara moral, berkeadilan secara sosial, dan 

berkelanjutan bagi generasi mendatang. 

 

Jayapura,    Februari 2026 

 

Penulis 
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BAB I  
PENDAHULUAN ETIKA DALAM 
ADMINISTRASI PUBLIK 
 

 

 

1.1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ETIKA ADMINISTRASI 

PUBLIK 

Etika administrasi publik merupakan salah satu fondasi normatif yang 

sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks 

administrasi publik, etika tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan 

moral yang mengatur perilaku individu aparatur negara, tetapi juga sebagai 

sistem nilai yang menuntun proses pengambilan keputusan, perumusan 

kebijakan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Etika administrasi publik 

hadir untuk memastikan bahwa kekuasaan publik dijalankan secara 

bertanggung jawab, adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat luas. 

Secara konseptual, etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani 

yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam administrasi publik, etika 

dimaknai sebagai refleksi kritis terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya 

menjadi pedoman perilaku penyelenggara negara. Denhardt dan Denhardt 

memandang etika administrasi publik sebagai upaya menyeimbangkan antara 

kepatuhan terhadap aturan formal dengan tanggung jawab moral terhadap 

publik. Dengan demikian, etika tidak berhenti pada aspek legalitas semata, 

tetapi juga menyentuh dimensi legitimasi moral dan keadilan sosial. 

Pengertian etika administrasi publik juga berkaitan erat dengan posisi 

aparatur negara sebagai pelayan publik (public servant), bukan semata-mata 

sebagai pelaksana perintah atasan atau kepentingan politik. Dalam perspektif 

ini, aparatur publik dituntut untuk memiliki integritas, kejujuran, serta 

komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Etika 

administrasi publik berfungsi sebagai kompas moral yang membantu aparatur 
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menghadapi dilema etis yang sering muncul dalam praktik birokrasi, seperti 

konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan tekanan politik. 

 
Gambar 1.1. Ruang Lingkup Etika Administrasi Publik 

 

Ruang lingkup etika administrasi publik mencakup berbagai dimensi 

yang saling terkait. Pertama, etika individu aparatur negara, yang 

berhubungan dengan nilai-nilai personal seperti kejujuran, tanggung jawab, 

disiplin, dan loyalitas terhadap kepentingan publik. Dimensi ini menekankan 

bahwa kualitas etika organisasi publik sangat ditentukan oleh karakter moral 

individu-individu di dalamnya. Aparatur yang beretika akan cenderung 

menjalankan tugas secara profesional dan menghindari perilaku menyimpang. 

Kedua, etika organisasi publik, yang mencakup budaya organisasi, sistem 

nilai, serta norma-norma yang berkembang dalam birokrasi. Etika pada level 

ini diwujudkan melalui kode etik, kode perilaku, serta mekanisme 

pengawasan internal yang bertujuan untuk menjaga integritas institusi publik. 

Organisasi publik yang beretika akan mendorong transparansi, akuntabilitas, 

dan keterbukaan dalam setiap proses administrasi dan pengambilan 

keputusan. 

Ketiga, etika dalam kebijakan publik, yaitu nilai-nilai moral yang 

melekat dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. 

Kebijakan publik tidak pernah bersifat netral secara moral, karena selalu 

melibatkan pilihan-pilihan yang berdampak pada distribusi sumber daya, hak, 

dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, etika administrasi publik 

menuntut agar kebijakan dirancang dan dilaksanakan dengan 
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mempertimbangkan keadilan sosial, keberpihakan pada kelompok rentan, 

serta kepentingan jangka panjang masyarakat. 

Keempat, etika pelayanan publik, yang menekankan hubungan antara 

pemerintah dan warga negara. Dalam ruang lingkup ini, etika berperan dalam 

menjamin bahwa pelayanan publik diberikan secara adil, nondiskriminatif, 

responsif, dan menghormati martabat manusia. Etika pelayanan publik juga 

berkaitan dengan penggunaan diskresi oleh aparatur, yang harus dilakukan 

secara bertanggung jawab dan tidak melanggar prinsip keadilan serta 

kepentingan umum. 

Kelima, etika dalam hubungan antara administrasi publik dan kekuasaan 

politik. Administrasi publik berada dalam posisi strategis sebagai pelaksana 

kebijakan yang ditetapkan oleh aktor politik. Oleh karena itu, etika 

administrasi publik menuntut adanya keseimbangan antara loyalitas kepada 

pemerintah yang sah dan tanggung jawab moral kepada publik. Aparatur 

negara harus mampu menjaga netralitas, menghindari politisasi birokrasi, 

serta menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai etika dan 

hukum. 

Secara umum, etika administrasi publik memiliki ruang lingkup yang 

luas dan multidimensional, mencakup aspek individu, organisasi, kebijakan, 

pelayanan, dan hubungan kekuasaan. Etika tidak hanya berfungsi sebagai 

pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membangun 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), etika administrasi publik menjadi 

prasyarat utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

 

 

1.2 ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI PRAKTIK MORAL 

Administrasi publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas 

teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan kebijakan publik. Dalam realitasnya, administrasi publik 

merupakan arena praktik moral, karena setiap keputusan, kebijakan, dan 

tindakan aparatur negara selalu membawa implikasi etis bagi kehidupan 

masyarakat. Administrasi publik berhubungan langsung dengan distribusi 

sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlindungan hak warga negara, 

serta penentuan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh kebijakan 
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tertentu. Oleh karena itu, dimensi moral tidak dapat dipisahkan dari 

keseluruhan proses administrasi publik. 

Sebagai praktik moral, administrasi publik menuntut aparatur negara 

untuk tidak hanya bertindak sesuai prosedur hukum, tetapi juga 

mempertimbangkan nilai-nilai etis seperti keadilan, kejujuran, tanggung 

jawab, empati, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Frederickson 

(1997) menegaskan bahwa administrasi publik modern harus berorientasi 

pada social equity, yakni upaya sadar untuk memastikan bahwa kebijakan dan 

pelayanan publik tidak memperlebar kesenjangan sosial, melainkan 

memperkuat keadilan dan kesejahteraan kolektif. Dalam kerangka ini, 

administrator publik bukan sekadar pelaksana kebijakan, melainkan aktor 

moral yang memiliki kewajiban etis terhadap masyarakat. Dimensi moral 

dalam administrasi publik tercermin sejak tahap perumusan kebijakan. 

Penentuan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan desain program 

publik selalu mengandung pilihan-pilihan nilai. Misalnya, ketika pemerintah 

memutuskan untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur 

dibandingkan layanan kesehatan atau pendidikan, keputusan tersebut tidak 

netral secara moral. Ia mencerminkan pandangan tertentu tentang apa yang 

dianggap penting, siapa yang harus didahulukan, dan risiko sosial apa yang 

dapat ditoleransi. Denhardt dan Denhardt (2015) melalui konsep New Public 

Service menekankan bahwa tujuan utama administrasi publik bukan 

“mengendalikan” masyarakat, melainkan “melayani” warga negara sebagai 

pemilik sah kedaulatan. Pelayanan publik yang bermoral berarti mengakui 

martabat manusia, membuka ruang partisipasi, serta memastikan bahwa 

kebijakan disusun dan dijalankan demi kepentingan bersama. 

Administrasi publik sebagai praktik moral juga tampak jelas dalam 

proses implementasi kebijakan. Pada tahap ini, aparatur sering dihadapkan 

pada dilema etis: antara kepatuhan pada aturan formal dan sensitivitas 

terhadap kondisi konkret masyarakat. Lipsky (1980) menunjukkan bahwa 

para street-level bureaucrats seperti guru, tenaga kesehatan, dan aparat 

pelayanan public memiliki diskresi yang besar dalam menafsirkan dan 

menerapkan kebijakan. Diskresi ini menjadikan mereka aktor moral yang 

secara langsung menentukan kualitas keadilan dan kemanusiaan dalam 

pelayanan publik. Keputusan sederhana, seperti cara melayani warga miskin, 

penyandang disabilitas, atau kelompok rentan, mencerminkan orientasi moral 

administrasi publik. 
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Lebih jauh, praktik moral dalam administrasi publik berkaitan erat 

dengan integritas dan akuntabilitas. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan 

konflik kepentingan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan 

moral. Cooper (2012) menekankan bahwa etika administrasi publik harus 

berakar pada tanggung jawab personal dan institusional, di mana aparatur 

menyadari bahwa kekuasaan publik adalah amanah. Integritas tidak cukup 

dipahami sebagai kepatuhan pada aturan, tetapi sebagai komitmen batin untuk 

bertindak jujur, transparan, dan adil, bahkan ketika tidak diawasi. 

Administrasi publik sebagai praktik moral juga menuntut adanya 

sensitivitas sosial dan keberpihakan pada kelompok yang terpinggirkan. 

Dalam masyarakat yang plural dan penuh ketimpangan, kebijakan publik yang 

“netral” sering kali justru memperkuat ketidakadilan struktural. Oleh sebab 

itu, aparatur publik memiliki tanggung jawab moral untuk mengidentifikasi 

dampak kebijakan terhadap berbagai kelompok sosial. Frederickson (2010) 

menyebut bahwa etika administrasi publik harus melampaui efisiensi dan 

efektivitas menuju komitmen pada nilai kemanusiaan, inklusivitas, dan 

keadilan sosial. 

Dalam konteks global dan kontemporer, administrasi publik sebagai 

praktik moral semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas persoalan 

publik, seperti krisis lingkungan, pandemi, kemiskinan, dan disrupsi 

teknologi. Tantangan-tantangan ini tidak dapat dijawab hanya dengan 

pendekatan teknokratis. Diperlukan aparatur publik yang memiliki kecakapan 

etis, kemampuan reflektif, serta keberanian moral untuk mengambil 

keputusan yang melindungi kepentingan jangka panjang masyarakat. Dengan 

demikian, pendidikan dan pengembangan aparatur negara seharusnya tidak 

hanya menekankan kompetensi administratif, tetapi juga pembentukan 

karakter dan kesadaran etis. 

Dapat di tarik konklusi sederhana bahwa administrasi publik merupakan 

praktik moral karena setiap prosesnya dari perumusan kebijakan hingga 

pelayanan public mengandung pilihan nilai dan konsekuensi etis. Aparatur 

publik adalah aktor moral yang memikul tanggung jawab bukan hanya kepada 

hukum dan organisasi, tetapi juga kepada masyarakat dan nilai-nilai 

kemanusiaan. Menempatkan administrasi publik sebagai praktik moral berarti 

menegaskan bahwa tujuan tertinggi administrasi negara adalah mewujudkan 

keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia dalam kehidupan bersama. 
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